ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh Parti Islam Se-Malaysia dalam
menetapkan Peraturan Baiat Talak Tiga dan relevansi dasar hukum peraturan baiat
talak tiga PAS.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data
penelitian adalah peraturan baiat talak tiga dalam PAS yang dihimpun melalui
teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Data penelitian juga dihimpun
melalui metode verbal karena untuk mendapatkan data dari ucapan anggota PAS
yang mengetahui data mengenai peraturan baiat talak tiga PAS. Data penelitian
dianalisis dengan teknik deskriptif dan menggunakan metode verifikatif karena
untuk mengetahui relevansi dasar hukum peraturan baiat talak tiga PAS.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Parti Islam Se-Malaysia telah
menggunakan lima dasar hukum dalam membuat peraturan tersebut. Dasar hukum
tersebut dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek baiat dan aspek talak. Dasar
hukum yang terkait dengan aspek baiat yang pertama adalah dengan menafsirkan
Surah al-Fath ayat nomer 10. Kedua adalah dengan menafsirkan peristiwa Baiat
Aqabah. Ketiga, dengan menganalogi peristiwa ketika rumah Saidina Utsman r.a.
dikepung oleh musuh Islam. Manakala dasar hukum yang terkait dengan aspek talak
adalah dengan menggunakan ijtihad dari mazhab Hanafi. Seterusnya adalah dengan
menganalogi baiat PAS dengan baiat talak yang pernah dilakukan oleh Khalifah al-
Mahdi terhadap Harun al-Rasyid. Peraturan baiat talak tiga PAS bersifat tidak
mengikat. Hal ini karena dari aspek talak terbagi menjadi dua yaitu aspek talak tiga
dan aspek talak taklik. Dari aspek talak tiga, baiat tersebut hukumnya jatuh tiga
talak dan mubah. Selain itu, dari aspek talak taklik baiat tersebut termasuk taklik
qasami. Dengan itu, peneliti berpendapat bahwa peraturan baiat talak tiga PAS
tersebut sah karena lafal talak tiga dan talak takliknya telah dilafalkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan agar sebaiknya
tidak memasukkan perkara taklik terhadap istri dan perkara lain yang terkait dengan
hubungan kekeluargaan dalam sebuah baiat politik. Ini karena baiat tersebut hanya
melibatkan antara individu dengan partai politik. Lagipula, memasukkan taklik
dalam baiat boleh menimbulkan fitnah yang lain.



